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ABSTRAK

SANKSI HUKUM APARAT KEPOLISIAN YANG MEMPUBLIKASI
PROFIL TERSANGKA DI MEDIA SOSIAL UNTUK KONSUMSI PUBLIK
YANG BELUM MEMILIKI STATUS HUKUM PASTI

AHMAD FASHIHULLISAN

Pemanfaatan media sosial oleh aparat kepolisian sebagai sarana penyampaian
informasi publik membawa implikasi hukum, khususnya ketika profil tersangka
dipublikasikan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap. Tindakan tersebut berpotensi melanggar hak atas privasi dan perlindungan
data pribadi, serta menimbulkan stigma sosial terhadap tersangka.

Penelitian 1ni bertujuan untuk menganalisis proses hukum terhadap aparat
kepolisian yang mempublikasikan profil tersangka di media sosial tanpa dasar
hukum yang jelas serta mengkaji bentuk sanksi hukum yang dapat dikenakan.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. menggunakan bahan hukum berupa
peraturan perundang-undangan, peraturan kepolisian, serta literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan publikasi identitas tersangka yang
tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dikenai sanksi etik, sanksi disiplin,
dan sanksi administratif, serta dalam kondisi tertentu berpotensi menimbulkan
pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu. diperlukan pengawasan yang efektif
agar transparansi informasi tetap sejalan dengan perlindungan hak-hak individu
dan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Aparat Kepolisian, Tersangka, Media Sosial. Sanksi Hukum.
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ABSTRACK

Legal Sanctions Against Police Officers for Publishing Suspects’ Profiles on
Social Media for Public Consumption Prior to Final Legal Status

AHMAD FASHIHULLISAN

The use of social media by police officers as a means of public information
dissemination carries legal implications, particularly when a suspect’s profile is
published before a court decision with permanent legal force has been issued.
Such actions may violate the right to privacy and personal data protection and
may also create social stigma toward the suspect.

This study aims to analyze the legal process applied 1o police officers who publish
suspects’ profiles on social media without a clear legal basis and to examine the
types of legal sanctions that may be imposed. This research employs a normative
legal method with statutory and conceptual approaches, using legal materials
derived from legislation, police regulations, and legal literature.

The findings indicate that the improper publication of a suspect’s identity may
result in ethical, disciplinary, and administrative sanctions, and in certain
circumstances may lead to criminal liability. Therefore, effective supervision is
required 1o ensure that information (ransparency remains aligned with the
protection of individual rights and the principles of justice.

Keywords: Police Officers, Suspect, Social Media. Legal Sanctions.
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DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa
perubahan yang signifikan terhadap cara masyarakat berinteraksi, mengelola, dan
menyebarluaskan informasi. Salah satu wujud dari perkembangan tersebut adalah
kehadiran media sosial yang menjadi sarana utama pertukaran informasi secara
cepat, luas, dan bersifat interaktif. Pemanfaatan media sosial tidak hanya dilakukan
oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh lembaga pemerintah dan aparat penegak
hukum, termasuk kepolisian, sebagai media komunikasi serta publikasi informasi
kepada masyarakat.!

Kepolisian Republik Indonesia merupakan Lembaga negara yang memiliki
kewenangan dalam penegakan hukum serta berperan penting dalam menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta
memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur
dalam pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik
Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kepolisian tidak hanya
melakukan tindakan secara langsung dilapangan, tetapi juga menyampaikan
informasi dan kegiatan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk penggunaan

media sosial resmi.2

! Ida Bagus et al.,jurnal, “LEGAL REVIEW OF PROPERTY LAND OWNERSHIP Abstrak,”
2021,hlm 361-73. https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2

2 Ronald Fredy and Christian Sipayung, “Kajian Filsafat Tentang Prinsip Keterbukaan
Informasi Dalam Pemberitaan Media Elektronik Kaitannya Dengan Asas Presumption of Innocent
Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia” 2, no. 2 (2023): 145-60.



Publikasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian umumnya berkaitan dengan
penyampaian informasi mengenai penangkapan pelaku tindak pidana atau individu
yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, dalam praktiknya, publikasi
tersebut kerap disertai dengan foto, video, maupun narasi yang memuat informasi
mengenai profil tersangka, meskipun proses hukumnya masih berada pada tahap
awal dan belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis, karena di satu sisi masyarakat memiliki
hak untuk memperoleh informasi, sementara disisi lain tersangka tetap memiliki
hak asasi manusia yang harus dilindungi, termasuk hak atas privasi dan
perlindungan terhadap nama baik.3

Pubikasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dimasksudkan sebagai
bentuk transparansi informasi kepada masyarakat, dalam praktiknya masih
ditemukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan kode etik profesi polri.
Praktik tersebut antara lain berupa penayangan identitas tersangka tanpa dilakukan
penyamaran, penyampaian narasi yang cenderung bersifat menghakimi, serta
penyebaran foto, video, atau konten lain yang berpotensi melanggar hak tersangka.
Tindakan demikian bertentangan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Polri, yang secara
tegas mewajibkan setiap anggota Kepolisian untuk menjunjung tinggi harkat dan

martabat manusia,melindungi hak asasi manusia, serta menegakkan keadilan.*

https://doi.org/10.56128/1joalr.v2i2.133

3 Nur Azizah Qurrotuaini, “Hak Privasi Sebagai Hak Konstitusional Di Era Digital :
Kajian Yuridis Dalam Perspektif Hukum Siber Yang Banyak Dipakai Untuk Keperluan Informasi
Dan Komunikasi Satu”’Vol 4, no. 2 (2024) Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta.hlm.
236. https://doi.org/10.14421/a9d95k61

4 DPR RI, “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022



Media sosial memiliki karakteristik khusus, seperti penyebaran yang sangat
cepat, sulit untuk dikendalikan, serta meninggalkan jejak yang sulit dihapus.
Apabila profil tersangka dipublikasikan melalui media sosial tanpa adanya batasan
hukum yang jelas, dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan akan jauh lebih
luas dibandingkan dengan publikasi melalui media cetak maupun penyiaran.’
Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi merugikan individu yang bersangkutan,
tetapi juga dapat mencederai citra dan kualitas institusi kepolisian sebagai penegak
hukum seharusnya menjunjung tinggi prinsip profesionalitas dan keadilan.

Salah satu contoh kasus yang relevan adalah perkara yang melibatkan Aipda
Immanuel Neon Saban di Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dalam
perkara tersebut, yang bersangkutan dengan inisial ISN dinyatakan melanggar kode
etik Kepolisian karena menyebarkan foto seorang tahanan dalam kondisi tidak
pantas ke dalam grup media sosial WhatsApp, yang kemudian foto tersebut
menyebar luas dan menjadi viral. Pada saat peristiwa tersebut terjadi, status hukum
tahanan yang bersangkutan belum diterapkan bersalah oleh pengadilan karena
masih berada dalam proses penyidikan. ISN menyampaikan bahwa pengiriman foto
tersebut awalnya dimaksudkan untuk kepentingan internal dan terjadi kelalaian
dalam pendistribusiannya ke pihak diluar lingkungan Polres Manggarai Barat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Propam, perbuatan tersebut dinilai melanggar

prosedur serta etika profesi yang di selenggarakan pada 8 Mei 2024. Putusan

Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia,” Paper
Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2021, 12-26.

5 I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiartha, and Made Minggu Widiantara,
“Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di
Media  Sosial,”  Jurnal  Analogi  Hukum 3,  no. 2 (2021): hlm. 262,
https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265.



tersebut menyatakan bahwa pelaku terbukti melakukan perbuatan tercela,
diwajibkan menyampaikan permintaan maaf secara langsung dihadapan sidang
komisi etik, dikenai sanksi penempatan khusus selama 30 hari, serta dijatuhi
hukuman berupa mutasi yang bersifat penurunan jabatan ke tingkat kepolisian
sektor selama dua tahun, sebagaimana tertuang dalam keputusan KKEP Nomor:
PUTKEP/01/V/2024/KKEP. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan internal
Kepolisian, yang menegaskan kewajiban anggota Polri untuk memperlakukan
setiap orang secara manusiawi, menjaga kerahasiaan informasi dalam proses
penyidikan, menghormati hak asasi manusia, dan tidak menyalahgunakan
kewenangan.b

Permasalahan tersebut layak untuk diteliti karena berkaitan langsung
dengan hubungan antara prinsip keterbukaan informasi publik dan kewajiban
negara dalam melindungi hak-hak tersangka. Atas dasar itu, penelitian dengan
pendekatan yuridis diperlakukan untuk mengkaji apakah tindakan aparat kepolisian
dalam membuat, menampilkan, dan menyebarkan informasi mengenai tersangka
melalui media sosial telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku, termasuk prinsip-prinsip dalam hukum pidana. Di samping itu, penelitian
ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk serta tata cara penerapan sanksi
hukum, baik berupa sanksi administratif, sanksi etik, maupun sanksi pidana,

terhadap aparat kepolisian apabila dalam pelaksanaannya ditemukan adanya unsur

¢ Ambrosius Ardin, “Sebar Foto Bugil Tahanan, Anggota Polres Manggarai Barat
Dikurung 30 Hari,” Detik.Com, 2024, https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-
7338067/sebar-foto-bugil-tahanan-anggota-polres-manggarai-barat-dikurung-30-hari?.



pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis terdorong untuk
melakukan kajian lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut karena
menunjukkan adanya keterkaitan antara prinsip keterbukaan informasi publik dan
upaya perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Oleh karena itu, permasalahan ini
kemudian dirumuskan dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul ”
Sanksi Hukum Aparat Kepolisian yang Mempublikasi Profil Tersangka di Media

Sosial untuk Konsumsi Publik yang Belum Memiliki Status Hukum yang Pasti.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, serta
untuk memperjelas arah dan ruang lingkup penelitian, penulis merumuskan
permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses hukum terhadap oknum kepolisian yang mempublikasi
profil tersangka melalui media sosial tanpa ada izin dari tersangka terlebih
dahulu?

2. Bagaimana sanksi hukum aparat kepolisian yang mempublikasi profil
tersangka di media sosial untuk konsumsi publik yang belum memiliki

status hukum pasti?

C. Ruang Lingkup
Penelitian ini diarahkan pada kajian yuridis terhadap penerapan sanksi

hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan pembuatan dan penyebarluasan



konten di media sosial yang memuat profil tersangka, meskipun yang bersangkutan
belum memperoleh kepastian status hukum melalui putusan pengadilan.
Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada analisis ketentuan hukum yang
berkaitann, antara lain Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2011, Kibat Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan
Komisi Kode Etik Polri. Ruang lingkup penelitian ini juga difokuskan pada
identifikasi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode
etik, serta penelaahan terhadap bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada aparat

kepolisian, baik yang bersifat struktural, etik, maupun pidana.

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebegai

berikut:

a. Untuk menganalisis bentuk sanksi hukum yang dapat dijatuhkan
kepada aparat kepolisian yang membuat dan menyebarluaskan konten
di media sosial yang memuat profil tersangka yang belum memperoleh
kepastian status hukum

b. Untuk mengkaji mekanisme penanganan terhadap anggota kepolisian

yang melakukan publikasi informasi mengenai tersangka melalui media



sosial tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang

bersangkutan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangann pemikiran

bagi pengembangan ilmu hukum, khusunya dalam bidang hukum pidana

dan hukum administrasi kepolisian, dengan memperluas kajian mengenai

batasan hukum dalam pemanfaatan media sosial oleh aparat kepolisian yang

dikaitkan dengan perlindungan hak-hak tersangka.

b. Manfaat Praktis

)

2)

3)

Bagi aparat kepolisian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi
pedoman dalam meningkatkan sikap kehati-hatian dan profesionalitas
dalam melakukan publikasi melalui media sosial agar tidak
menimbulkan pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik
profesi.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
dan pemahaman mengenai hak-hak tersangka, sekaligus memberikan
gambaran mengenai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat

penegak hukum di.

Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dalam merumuskan, mengevaluasi, dan memperkuat

regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dengan



tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak individu.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan kejelasan pemahaman serta mempertegas batasan

pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang

digunakan, sebagai berikut:

1. Sanksi Hukum

Sanksi hukum merupakan akibat hukum yang dijatuhkan kepada
seseorang atau pihak tertentu sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap
ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, sanksi hukum dimaknai
sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada aparat
kepolisian, baik berupa sanksi struktural, sanksi etik, maupun sanksi pidana,
apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran melalui pembuatan dan
penyebaran konten yang berkaitan dengan profil tersangka di media sosial.’
2. Aparat Kepolisian

Aparat kepolisian adalah bagian dari lembaga penegak hukum yang
memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan serta
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana diatur dalam
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, tugas utama kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan

dan ketertiban umum, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan dan

7 Hukumonline, “Sanksi Bagi Anggota Polri Yang Melanggar Kode Etik,~ 2023,

https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-bagi-anggota-polri-yang-melanggar-kode-etik-
1t63f86c22a55dc.



pelayanan kepada masyarakat.®
3. Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang
cukup diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 14
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka merupakan
individu yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai
pelaku tindak pidana dan didukung oleh adanya bukti awal yang memadai.’
4. Media Sosial

Media sosial merupakan platform berbasis digital yang memungkinkan
pengguna untuk membuat, membagikan, serta menyebarkan informasi secara
cepat dan menjangkau khalayak luas. Dalam konteks penelitian ini, media
sosial dipahami sebagai sarana yang digunakan oleh aparat kepolisian untuk
mempublikasikan informasi dalam bentuk teks, gambar, maupun video yang
berkaitan dengan tersangka, yang dapat berdampak pada citra, hak individu,
serta berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak digunakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. '’
5. Konsumsi Publik

Konsumsi publik diartikan sebagai keterbukaan akses terhadap

informasi yang disebarluaskan ke ruang digital sehingga dapat dilihat, dibaca,

8 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia” (Indonesia).

® “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” (indonesia.).

10 kompas.com, “Merekam Orang Lain Untuk Konten ‘Bersyukur’ Bisa Dipidana, Pakar
Hukum Beri Penjelasan,” 2023,
https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/27/203000565/merekam-orang-lain-untuk-konten-
bersyukur-bisa-dipidana-pakar-hukum-beri.
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atau ditonton oleh masyarakat secara luas. Dalam penelitian ini, konsumsi
publik merujuk pada penyebaran informasi oleh aparat kepolisian melalui
media sosial yang secara langsung dapat membentuk opini publik terhadap

tersangka, meskipun proses hukum yang bersangkutan masih berlangsung..!!

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini, penulis menguraikan serta menganalisis sejumlah
penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang
dibahas dalam skripsi ini. Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai studi
sebelumnya, diketahui bahwa meskipun telah terdapat penelitian yang
mengkaji isu-isu seputar penegakan hukum, pemanfaatan media sosial, dan
perlindungan hak asasi manusia, namun belum ditemukan penelitian yang
secara khusus menelaah perbuatan aparat kepolisian dalam membuat dan
menyebarluaskan konten publik mengenai tersangka yang belum memiliki
kepastian status hukum. Oleh karena itu, beberapa penelitian terdahulu yang
relevan akan diuraikan sebagai bahan perbandingan dan landasan dalam

penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

! Mario Randy Lengkong; Yoan Barbara Runtunuwu; Stince Sidayang; Trifena Julia
Kambe, “Media Sosial Dan Pembentukan Opini Publik: Implikasi Hukum Terhadap Proses
Peradilan Yang Adil,” Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education 6, no. 1
(2024), https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6il.11857.
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Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No.

Nama Peneliti

Judul dan Tahun

Hasil

Rosmala dan
Imadah

Thoyyibah

Analisis Kode Etik
Polri  Studi
Kasus Ferdy Sambo
(2023)

Humas

Ditemukan adanya pelanggaran
terhadap kode etik profesi yang
dilakukan oleh unsur Humas
Polri, yang berdampak negatif
terhadap citra institusi. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa
etika

publik

S€cara

penerapan dalam

komunikasi belum
dijalankan optimal,
sehingga praktik komunikasi
yang dilakukan
berpotensi

kredibilitas

kepercayaan

justru
mereduksi
institusi dan
terhadap

penegakan hukum.

Deva Wira dan
Hudy Yusuf

Analisis Normatif

Penjatuhan  Sanksi
Etik dan Pidana

Anggota Polri (2023)

Penelitian tersebut mengkaji
penerapan sanksi etik maupun
sanksi pidana terhadap anggota
Polri yang

pelanggaran,

melakukan

termasuk
mekanisme pelaksanaan sidang
etik dan disiplin, sebagai bentuk
penegakan kode etik kepolisian
terhadap praktik publikasi yang
tidak sesuai dengan ketentuan
etika.

Fradhana Putra
Disantara &
Arief Syaifudin

dalam
Hukum

Viralitas
Penegakan
(2025)

Tindakan

hukum yang menjadi sorotan

aparat  penegak
luas di media sosial berpotensi
memengaruhi jalannya proses
hukum, menurunkan tingkat
kepercayaan masyarakat, serta

menimbulkan risiko
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pelanggaran terhadap prinsip
peradilan yang adil (fair trial)

dan perlindungan hak asasi

manusia.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu

penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-

undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

a.

Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan
menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan
objek penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik
Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, serta ketentuan hukum lain yang
memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Pendekatan Konseptual, digunakan dengan mengkaji dan menganalisis
konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan sanksi hukum, aparat
kepolisian, tersangka, media sosial, serta konsumsi publik sebagaimana
dikemukakan dalam doktrin dan literatur hukum.

Pendekatan kasus, digunakan apabila diperlukan, dengan menguraikan

contoh atau peristiwa konkret mengenai praktik publikasi yang dilakukan
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oleh aparat kepolisian melalui media sosial yang menimbulkan

permasalahan atau polemik hukum.
2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

yaitu data yang diperoleh melalui bahan hukum yang berfungsi untuk
memperkuat argumentasi hukum serta memperdalam pemahaman terhadap
peraturan perundang-undangan yang dianalisis. Data sekunder tersebut terdiri
atas:

a. Bahan Hukum Premier: berupa peraturan perundang-undangan yang
berkaitan langsung dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

b. Bahan Hukum Sekunder: meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian,
serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penggunaan
media sosial oleh aparat kepolisian dan perlindungan hak-hak tersangka.

c¢. Bahan Hukum Tersier: berupa kamus hukum dan sumber pendukung
lainnya yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan

dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta
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berbagai literatur dan publikasi ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.
Metode ini digunakan untuk menghimpun dasar hukum dan kerangka teoritis

yang diperlukan sebagai landasan analisis.

4. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu
dengan menafsirkan serta mengaitkan peraturan perundang-undangan,
pendapat para ahli, dan literatur hukum yang relevan.!? Hasil analisis tidak
disajikan dalam bentuk data statistik, melainkan diuraikan secara deskriptif dan
sistematis guna menjawab rumusan masalah serta memberikan pemahaman
yuridis mengenai sanksi hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan
penyebaran konten terkait tersangka melalui media sosial.
H. Sistematika Penulisan
Skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam empat (4) bab yang saling
berkaitan, dengan uraian sebagai berikut:
BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan
penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian
yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum penelitian.
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini memuat pembahasan mengenai teori-teori hukum yang berkaitan

dengan sanksi hukum, aparat kepolisian, tersangka, media sosial, dan konsumsi

12 Diah Arimbi, Metodelogi Penelitian Hukum, ( Penerbit Buku Pendidikan Deepublish)
2025. hlm 42-47.
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publik. Uraian difokuskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode
etik kepolisian yang dijadikan dasar analisis yuridis dalam penelitian ini.
BAB I1I: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai ketentuan hukum yang berlaku, analisis
terhadap kesesuaian tindakan aparat kepolisian dengan ketentuan hukum, serta
pembahasan mengenai implikasi hukum yang timbul dari tindakan tersebut.
BABIV: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pembahasan
dalam penelitian, serta saran-saran yang relevan sebagai tindak lanjut dari hasil

penelitian.
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